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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim terkait kasus di Pengadilan Negeri Sleman No. 

259/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, berlandaskan pada pertimbangan yuridis dan 

pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis antara lain keterangan saksi-saksi 

dan terdakwa serta unsur-unsur yang tercantum di Pasal 340 KUHP, yakni a) 

unsur barangsiapa; b) unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu; 

c) unsur merampas nyawa orang lain dan d) unsur unsur yang melakukan, yang 

turut serta melakukan perbuatan. Pertimbangan sosiologis antara lain karena 

perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Selain itu perbuatan terdakwa sudah 

tergolong dalam perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan. 

2. Kendala yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus 

pembunuhan berencana bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti 

pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang 

terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan 

antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil 

yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dari sisi pembela, 

kendala muncul karena pembela ingin agar orang yang dibelanya atau 

kliennya bisa menang dalam perkara yang dihadapi. Faktor yang juga menjadi 
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kendala adalah saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang 

dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para 

saksi tersebut. Kendala lain yang bersumber dari saksi yaitu adanya 

keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan dalam berita acara, di mana 

pada waktu proses pemeriksaan sisaksi memberikan keterangan yang berbeda 

jadi ada kecondongan si saksi tidak mengakui penjelasan yang diberinya di 

luar persidangan. Begitu juga dengan tindakan si terdakwa yang selalu 

memberikan penjelasan yang berbelit-belit, menjadi kendala bagi hakim 

dalam memutus perkara pembunuhan berencana. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Dalam kasus yang menyedot perhatian banyak orang seperti kasus 

pembunuhan berencana, hakim harus memiliki kemampuan profesional dan 

moral serta integritas yang tinggi agar mampu memberikan rasa keadilan, 

memberikan manfaat, dan kepastian hukum. Hakim juga harus mempunyai 

kemampuan komunikasi serta menjalankan peran dan statusnya yang dapat 

diterima oleh masyarakat. 

2. Dalam kasus-kasus besar seperti pembunuhan berencana, perlu diintensifkan 

partisipasi masyarakat untuk mengawal jalannya proses hukum. Partisipasi 

tersebut diperlukan agar tercipta putusan pengadilan yang mencerminkan 

kepastian hukum dan keadilan. 
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